
WALI KOTA GORONT/iLO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

P E N Y E L E N G G A R A A N P E L A Y A N A N T E J R P A D U S A T U P I N T U 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek 

proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang 

cepat, mudah, murah, transparan, pusti, dan 

terjangkau 

dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu; 

b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan 

untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik 

yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan 

Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraaii Pelayanan Tegiadu Satu 

Pintu tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan, sehingga 

perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sc;bagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
ifftijroKA: 

SEXDA 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

WALI KOTA GORONTALO 
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PENYELENGGARAAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA GORONTALO, 

a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek 

proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang 

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan 

terjangkau 
dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu; 

b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu diJaksanakan 

untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik 

Perizinan pelayanan menyelenggarakan yang 
Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu tidak sesuai lagi dengan perkernbangan dan 

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan, sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahein 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pejuerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cnpta Kerja 

Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Periziniin Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Slatu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Dan 

WALI KOTA GORONTi\LO 

MEMUTUSKAN: 

]\/[enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PELAYANAN TERPADU SATU li'INTU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUIU 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 . Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan 

proses dimulai dari tcihap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan satu pintu. 

2. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Penyekmggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan 

Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 

permolionan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara 

terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 

4. Perizinan adalah pemberian dokumen d£in bukti legalitas ]Dersetujuan 

dari piemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau 

kegiatejinya. 

6. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas 

sahny£L sesuatu kepada seseorang at£iu sekelompok orang dalam 

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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7. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan 

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

8. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah 

pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP 

secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el. 

9. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Sl^M adalah 

pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

pelayanan publik. 

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah 

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kcjwenangan 

Daerah. 

11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

12. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

13. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Pasal 2 

F'enyelenggai-aan PTSP bertujuan: 

a. meningkatkan kualitas FTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian 

hukum kepada masyarakat; 

b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan prima; dan 

c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah. 

Pasal 3 

Fluang lingkup Penyelenggaraan PTSP miiliputi pelayanan Perizinan 

Elerusaha, Perizinan, dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan 

|:)ilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan 

p)eraturan p<;rundang-undangan. 

- 4 - 

Pasal 3 
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CAERAM , 

BAB I I 

KELEMBAGAAN DAN KEWEINANGAN 

Pasal 4 

( 1 ) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan dan melekat pada 

DPMPTSP. 

(2) Dalam menyelenggarakan PTSP, Wali Kota memberikan pendelegasian 

kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kep£ida Kepala DPMPTSP. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 5 

(1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat 

membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerali dan bentuk layarian lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ay£Lt(l ) terdiri 

atas: 

a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan; 

b. gerai layanan atau outlet; 

c. layanan keliling; 

d. layanan antar jemput; dan/atau 

e. layanan bersama antar PTSP yang terintegrasi pada tingkat 

Pemisrintah Provinsi. 

(3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, sebagai simpul layanan PTSP di Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala DPM PTSP. 

(5) Gerai kiyanan atau outlet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dapat herupa Mall Pelayanan Publik. 

Pasal 6 

(1) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, 

Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: 

a. per.erimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; 

(1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

(2) 

(3) 
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BAB II 

KELEMBAGAAN DAN KEWE:NANGAN 

Pasal 4 

Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan dan melekat pada 

DPMPTSP. 

Dalam menyelenggarakan PTSP, Wali Kota memberikan pendelegasian 

kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala DPMPTSP. 

Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

Pasal 5 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat 

membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri 

atas: 

a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan; 

b. gerai layanan atau outlet; 

c. layanan keliling; 

d. layanan antar jemput; dan/atau 

e. layanan bersama antar PTSP yang terintegrasi pada tingkat 
Pernerintah Provinsi. 

Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, sebagai simpul layanan PTSP di Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP. 

Gerai layanan atau outlet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dapat berupa Mall Pelayanan Publik. 

Pasal 6 

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, 
Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: 
a. per..erimaan dan/ a tau penolakan berkas permohonan; 
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b. penerbitan dokumen Perizinan Berusalia dan Nonperizinan; 

c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan; dan 

d. peneabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

(:2) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayianan Perizinan Beiusaha dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi 

dengan perangkat daerah terkait. 

Pasal 7 

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, 

sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangFiat Daerah 

terkait. 

(2) Pengav/asan dan evsduasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat 

Daerali terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan ]Derundang-

undangan. 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang 

yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan 

kebutuhan yang merupakan representasi dari perangliat Daerah 

terkait. 

(2) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis 

untuk memberikan rekomendasi Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

(3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimgiksud pada 

ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

POUXQEAT I 

SEXDA 
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b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

Pasal 7 

Pasal 8 

Nonperizinan. 
Pembentukan dan anggota tim teknis sebagairnana dimaksud pada 

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, 

sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat Daerah 

terkait. 

dan 

dan 

perundang- 

Berusaha 

Berusaha 

peraturan 

Perizinan 

Perizinan 

ketentuan 

rekomendasi 

dengan 

dokumen 

sesuai 

memberikan 

(2) ayat 

undangan. 

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat 

Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

untuk 

Nonperizinan; dan 
d. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha dan 

Non perizinan. 
DPMPT!3P dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi 

dengan perangkat daerah terkait. 

c. penyerahan 
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kebutuhan yang merupakan represent.asi dari perangkat Daerah 
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BAB I I I 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN 

MANAJEMEN PELAYANAN 

Bagian Kesatu 

Maklumat Pelayanan Ftiblik 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan 

Berusaha dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan 

Publik l^erizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

(2) Maklumat Pelayanan Fhiblik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. jenis; pelayanan yang disediakan; 

b. syarat; 

c. prosedur; 

d. biaya; 

e. waktu; 

f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan 

g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan. 

(3) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandfitangani oleh Wali Kota dan dipublikasikan secara luas kepada 

masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berustaha dan 

Nonperizinim pemerintah daerah wajib menyusun, menetfipkan, dan 

menerapkan: 

a. standar pelayanan; dan 

b. standar operasional prosedur. 

Bagian Kedua 

Standar 

Pasal 10 
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dan Berusaha Perizinan 

Pasal 10 

pelayanan penyelenggaraan 

b. syarat; 

c. prosedur; 

d. biaya; 

e. waktu; 

BAB III 

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN 

MANAJEMEN PELAYANAN 

f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan 

g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan. 

Maklurnat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditandatangani oleh Wali Kota dan dipublikasikan secara luas kepada 

masyarakat. 

Bagian Kedua 

Standar 

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan 

Berusaha dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan 

Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. jenis pelayanan yang disediakan; 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 

Maklumat Pelayanan Publik 

am 

nperizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan 

nerapkan: 

standar pelayanan; dan 

standar operasional prosedur. 

(1) 

(2) 

(3) 

Dal 

No 

me 

a. 

b. 

,.._., ", - - • � 

·= (' 
= 
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Pasal 11 

Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

huruf a, paling sedikit meliputi: 

a. dasar hukum; 

b. persyaratan; 

c. sistem, mekanisme, dan prosedur; 

d. jangka waktu penyelesaian; 

e. biay£i/tarif; 

f. produk pelayanan; 

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 

h. komjoetensi pelaksana; 

i . pengawasan internal; 

j . penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 

k. jumlah pelaksana; 

1. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dakim bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

risiko keragu-raguan; dan 

n. evaluasi kinerja pelaksana. 

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetaplmn dengan 

keputusan Wali Kota. 

Pasal 12 

Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: 

a. nomor standar operasional prosedur; 

b. tanggal pembuatan; 

c. tanggal revisi; 

d. tanggal pengesahan; 

e. disalikan oleh; 

f. nama standar operasional prosedur; 

g. dasar hukum; 

h. kualifikasi pelaksana; 

i . keterkaitan; 

j . peralatan dan perlengkapan; 

( 1) 

(2) 

( 1) 

- .. � '' - - ...,,.. ... 
- .. 
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Pasal 11 

Kompon.en standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 

huruf a, paling sedikit meliputi: 

a. dasar hukum; 

b. persyaratan; 

c. siste:m, mekanisme, dan prosedur; 

d. jangka waktu penyelesaian; 

e. biaya/tarif; 

f. produk pelayanan; 

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; 

h. kompetensi pelaksana; 

i. pengawasan internal; 

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; 

k. jumlah pelaksana; 

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 

m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitrnen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan 

risiko keragu-raguan; dan 
n. evaluasi kinerja pelaksana. 

Standa.r pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Wali Kata. 

Pasal 12 

Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: 

a. nomor standar operasional prosedur; 
b. tanggal pembuatan; 
c. tanggal revisi; 

d. tanggal pengesahan; 
e. disahkan oleh; 

f. nama standar operasional prosedur; 

g. dasar hukum; 

h. kualifikasi pelaksana; 

i. kete:rkaitan; 

j. peralatan dan perlengkapan; 
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k. peringatan; 

1. pencatatan dan pendataan; 

m. uraian prosedur; 

n. pelak:sana; 

o. keler.gkapan; 

p. waktu; dan 

q. output. 

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimama dimaksud pac[a ayat (1) 

ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Manajemen Pelayanan 

Pasal 13 

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DPMITSP wajib 

menerapkan manajemen PTSP. 

(2) Manajeraen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pelakisanaan pelayanan; 

b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. pengelolaan informasi; 

d. pengawasan internal; 

e. penyuluhan kepada masyarakat; dan 

f. pelajanan konsultasi. 

Paragraf 1 
I 

Pelaksanaan Pelayan an 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Beimsaha dan Nonperizinan pada 

PTSP sebagaimsma dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dengan 

tahapan paling sedikit meliputi: 

a. mene;rima dan memverifikasi berkas peraiohonan; 

b. memberikan tanda terima kepada pemohon; 

(2) 

(I) 

(2) 

( l) 

• :!':'!" ,.. 

!!;'!'! 

= ( - t 
I 
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k. peringatan; 

I. pencatatan dan pendataan; 
m. uraian prosedur; 
n. pelaksana; 

o. kelen.gkapan; 
p. waktu; dan 

q. output. 

Standar Operasional Prosedur sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota. 

Bagian Ketiga 

Manajemen Pelayanan 

Pasal 13 

Dalam rnenyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, DPMPTSP wajib 
menerapkan manajemen PTSP. 

Manajernen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pelaksanaan pelayanan; 
b. pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c. pengelolaan informasi; 

d. pengawasan internal; 
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan 

f. pelayanan konsultasi. 

Paragraf 1 

Pelaksanaan Pelayan.an 

Pasal 14 

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada 
PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dengan 
tahapan paling sedikit meliputi: 
a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan; 
b. memberikan tanda terima kepada pemohon; 
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c. menolak permohonan Perizinan Berusaha dan/atau Nonperizinan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undemgan; 

d. memproses dan menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha 

dan/atau Nonperizinan; 

e. memproses peneabutan dan pembatalan dokumen Perizinan 

Berusaha dan/atau Nonperizinan; dan 

f. menyerahkan dokumen Perizinan Berusaha dan/atau Nonperizinan 

yang telah selesai kepada pemohon. 

(2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf ti, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada 

kantor depan//ront office. 

(3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugeiskan pada 

kantor belakang/ back office. 

(4) Penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan/atau Nonperizinan 

kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

ditembuskan kepada perangkat daerah terkait. 

(1) Pengolahan pelayansin Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) mulai dari tahap 

menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai dengan tahap 

penyertihan dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. 

(2) Proses pelaksanaem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk satu jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizingin 

tertentu atau paralel. 

(3) Dalam hal proses penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan dan 

Nonperizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau 

rekomendasi, dilakukan oleh tim teknis. 

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan tidak 

dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP. 

Pasal 15 

Pasal 16 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

11) 
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c. menolak permohonan Perizinan Berusaha dan/atau Nonperizinan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; 
d. memproses dan menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha 

dan/atau Nonperizinan; 
e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan 

Berusaha dan/atau Nonperizinan; dan 

f. menyerahkan dokumen Perizinan Beru.saha dan/atau Nonperizinan 

yang telah selesai kepada pemohon. 

Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada 

kantor depan/ front office. 
Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada 

kantor belakang/ back office. 

Penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan/atau Nonperizinan 

kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

diternbuskan kepada perangkat daerah terkait. 

Pasal 15 

Pengolahan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mulai dari tahap 

menerima dan memverifikasi berkas permohonan sampai dengan tahap 

penyerahan dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. 

Proses pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk satu jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

tertentu atau paralel. 

Dalam hal proses penerbitan Perizinan Berusaha, Peri.zinan dan 

Nonperizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau 

rekomendasi, dilakukan oleh tim teknis. 

Pasal 16 

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan tidak 

dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP. 
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(2) Dalam hal suatu Perizinan Berusaha dan ^^onperizinan yang dikenakan 

retribusi Daerah, besaxannya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat 

perangkat daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksariaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan Berusaha di l i^SP. 

(4) Pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentug.n peraturan perundang-undangan. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayarian Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). 

( 1 ) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 131 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi: 

a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, 

menemggapi, dan memberikan tanda teiima kepada pengadu; 

b. mene;laah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian 

pengaduan; 

c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi 

pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan Beiusaha dan 

Nonpierizinan; 

d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan 

penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala 

perangkat Daerah terkait; 

Pasal 17 

Paragraf 2 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 18 
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Paragraf 2 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 17 

d. dalam ha! substansi pengaduan t.idak menjadi kewenangan 

penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepacla kepala 

perangkat Daerah terkait; 

Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1::: ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi: 

a. rnenerirna pengaduan atas layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, 

menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu; 

b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian 

pengaduan; 

c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam ha! substansi 

pengaduan terkait Jangsung dengan layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan; 

Pasal 18 

Dalam ha! suatu Perizinan Berusaha dan J\lonperizinan yang dikenakan 

retribusi Daerah, besarannya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat 

perangkat daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pelaksar.aan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan Berusaha di JYJ'SP. 

Pelaksariaan pembayaran retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

am pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha dan 

nperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah 

agaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). 

(2) 

(2) 

(4) 

Dal 

No 

seb 

( 1) 

(2) 

1,�....., - I - '., , = 
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e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu 

dan/atau pihak terkait; 

f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; 

dan 

g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan. 

{3) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagain:.ana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada 

kantor depan/front office. 

(̂ •) Pelaksanaan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai 

yang ditugaskan pada kantor belakang/ back office. 

(5) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) dari bidang yang memiliki fungsi pcmgaduan pada DPMPTSP. 

Pasal 19 

( 1 ) DPMPTEiP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola 

pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

(2) Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik. 

(3) Sarana pengaduan secara manual mengi^unakan formulir dan kotak 

pengaduan. 

(4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunalian untuk 

pengaduan yang disampaikan secara langsung. 

(5) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 

pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung. 

(6) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat 

elektronik dan/atau pesan layanan singkat dan/atau telepon. 

Paragraf 3 

Pengelolaan lnform£isi 

Pasal 20 

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf c wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

sao* 

(:::) 

(L.) 

(S) 

( 1) 

(2) 

(:3) 

(4) 

(!5) 

(6) 

( 1) 

'=," I ' - � 

= � 
= 
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e. menyarnpaikan informasi dan/ atau tanggapan kepada pengadu 

dan/atau pihak terkait; 
f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; 

dan 
g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan. 
Pelaksanaan layanan pengaduan sebagairr..ana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada 

kantor depan/front office. 
Pelaksanaan layanan pengaduan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b sampai dengan huruf g kecuali huruf e, dilakukan oleh pegawai 

yang ditugaskan pada kantor belakang/ back office. 

Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) dari bidang yang memiliki fungsi pengaduan pada DPMPTSP. 

Pasal 19 

DPMPT�,p wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola 

pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik. 

Sarana pengaduan secara manual menggunakan formulir dan kotak 
pengaduan. 
Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk 

pengaduan yang disampaikan secara langsung. 
Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 

pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung. 
Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat 

elektronik dan/atau pesan layanan singkat dan/atau telepon. 

Paragraf 3 

Pengelolaan Inforrnasi 

Pasal 20 

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
huruf c wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 
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(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling sedikit meliputi: 

a. menerima permintaan layanan informasi; 

b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonp(;rizinan; dan 

c. memlierikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonpijrizinan. 

(3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf c, dilakukan oleh pegawai yang ditugajikan pada 

kantor depan//ront office. 

(4) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor 

belakang;/ back office. 

Pasal 21 

(1) Penyedia an informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 

huruf b, paling sedikit meliputi: 

a. profil kelembagaan; 

b. profil struktur organisasi; 

c. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

Pemerintah Daerah, dan maklumeit layanan penyelenggara 

PTSP; 

d. standar pelayanan; 

e. penelnsuran proses penerbitan l^erizinan Berusjiha dan 

Nonperizinan; 

f. pengelolaan pengaduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

g. penikdan kinerja PTSP. 

(2 ) Layanan informasi dapat dilakukan secara manual dan elektrianik. 

[2] Penyedisan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak 

dipungut biaya. 

(4) Pelaksanaan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling sedikit meliputi: 

a. mene:rima permintaan layanan inforrnasi; 
b. rnenyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan; dan 

c. memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

(3) Pelaksan.aan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf c, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada 

kantor depan/ front office. 

(4) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pacla kantor 

belakang/ back office. 

Pasal 21 

(1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
huruf b, paling sedikit meliputi: 

a. profil kelembagaan; 

b. profil struktur organisasi; 

c. Maklumat Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

Pernerintah Daerah, dan maklurnat layanan penyelenggara 

PTSP; 

d. standar pelayanan; 

dan Berusaha Perizinan penerbitan proses e. penelusuran 

Nonperizinan; 

f. pengelolaan pengaduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

g. penilaian kinerja PTSP. 

(2:) Layanan informasi dapat dilakukan secara manual dan elektronik. 

(2·) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak 

dipungut biaya. 

(4) Pelaksanaan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Paragraf 4 

Pengawasan InternaJ 

Pasal 22 

Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 

d, meliputi: 

a. pengawsLsan oleh atasan langsung; dan 

b. pengawEisan oleh pengawas fungsional. 

Pasal 23 

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi: 

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap 

pelaj^anan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. manfaat Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bagi masy£irakat; 

c. jenis pelayanan; 

d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan; dan 

e. waktu dan tempat pelayanan. 

(2) Penyelenggaraan penjoiluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: 

a. med ia elektronik; 

b. media massa; 

c. media cetak; dan/atau 

d. pertemuan. 

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud padei ayat (1) 

dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada 

Paragraf 5 

Penyuluhan Kepada Masyarakat 

Pasal 24 

DPMPTSP. 
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c. media cetak; dan/atau 

d. pertemuan. 

Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada 

DPMPTSP. 

Pasal22 

Pasal 23 

Pasal 24 

Paragraf 5 

Penyuluhan Kepada Masyarakat 

Paragraf 4 

Pengawasan Internal 

Penyulu.han kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1<1 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi: 

a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap 

pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. marrfaat Perizinan Berusaha dan Nonperizinan bagi masyarakat; 

c. jenis pelayanan; 

d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan; dan 

e. waktu dan tempat pelayanan. 

Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: 

a. media elektronik; 

b. media massa; 

aksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan 

uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

gawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf 

meliputi: 

pengawasan oleh atasan langsung; dan 

pengawasan oleh pengawas fungsional. 

Pen 

d, 

a. 

b. 

Pel 

ses 

( 1) 

(2) 

13) 

- - r. ...... - • � 
� '., ' - I, 

' 
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Paragraf 6 

Pelayanan Konsultasi 

Pasal 25 

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf f, paling sedikit meliputi: 

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonpierizinan; 

b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperbdnan; dan 

c. pendampingan teknis. 

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimak;sud pada ayat (1) dilakukan 

pada ruang konsultasi. 

(3) Layanan konsultasi dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memiliki 

tugas dan fungsi konsultasi pada DPMPTSP. 

Jangka waktu pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a SEimpai dengan 

huruf f kecuali huruf e ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya dokumen Perizinan Berus£iha dan Nonperizinan secara 

lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Jangka walctu pengelolaan pengaduan layanan Perizinan Beiusaha dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 

sampai derigan huruf e paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya dokumen pengaduan layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan secara lengkap, kecuali yang diatur waktunya sesiuai dengan 

ketentuan pieraturan perundang-undangein. 

Bagian Keempat 

Waktu 

Pasal 26 

Pasal 27 
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Paragraf 6 

Pelayanan Konsultasi 

Pasal 27 

Pasal 25 

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

huruf f, paling sedikit meliputi: 

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan; 
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

c. pendampingan teknis. 

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pada ruang konsultasi. 

Layanan konsultasi dilakukan oleh pejabat pada bidang yang memiliki 

tugas dan fungsi konsultasi pada DPMPTSP. 

Pasal 26 

Bagian Keempat 
Waktu 

ngka waktu pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

agaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat. (1) huruf a sampai dengan 
ruf f kecuali huruf e ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 

ak diterimanya dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara 

gkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan 

aturan perundang-undangan. 

angka waktu pengelolaan pengaduan layanan Perizinan Berusaha dan 

nperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 

ampai dengan huruf e paling lama 5 (lirna] hari kerja terhitung sejak 

erimanya dokumen pengaduan layanan Perizinan Berusaha dan 
nperizinan secara lengkap, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan 
entuan peraturan perundang-undangan. 

( l) 

(2) 

(3) 

,la 
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hu 
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BAB IV 

PERENCANAAN 

Pasal 28 

(1) DPMPTSP menyusun perencanaan sesuai kewenangan ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling 

sedikit memuat pencapaian sasaran peningkatan tata laksana, kualitas, 

dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

(3) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V 

PENYEDERHANAAN J E N I S DAI^ PROSEDUR 

Pasal 29 

Penyelenggaraan PTSP dapat dilakukan penyederhanaan untuk 

meningkatkein mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang melipiuti: 

a. jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan/atau 

b. prosedur pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

Pasal 30 

( I j Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinar. Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan 

cara: 

a. paket paralel Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

b. menj^atukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin. 

{2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 

berdasarkan jenis: 

a. usaha; dan 

b. nonusaha. 

(3) Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, meliputi bidang antara lain: 

_ a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

- 16 - 

BABIV 
PERENCANAAN 

Pasal28 

(1) DPMPTSP menyusun perencanaan sesuai kewenangan ke dalam 
dokumen perencanaan pembangunan Daerah. 

(:l) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling 
sedikit rnemuat pencapaian sasaran peningkatan tata laksana, kualitas, 
dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

(:l) Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR 

Pasal29 

Penyelenggaraan PTSP dapat dilakukan penyederhanaan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang rneliputi: 

a. jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan/atau 
b. prosedur pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

Pasal 30 

(L) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinar. Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan 
car a: 

a. paket paralel Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

b. rnenyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin. 

(:2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 

berdasarkan jenis: 
a. usaha; dan 

b. nonusaha. 

(.3) Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, meliputi bidang antara lain: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 
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c. perhubungan; 

d. koirmnikasi dan informatika; 

e. koperasi dan usaha mikro; 

f. kelautan dan perikanan; 

g. pariwisata; 

h. pertanian; 

i . kehutanan; 

j . energi dan sumber daya mineral; 

k. perdagangan; dan 

1. industri. 

[4) Penyederhanaan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimanti dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang antara lain: 

a. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

b. pemmahan rakyat dan kawasan permukiman; 

c. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyaral:at; 

d. sosial; 

e. tena.ga kerja; 

f. pertanahan; 

g. linglcungan hidup; dan 

h. kebudayaan. 

Pasal 31 

Penyederhanaan prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimar.a dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan deng;m cara: 

a. mengintegrasikan pelayanan dengan pihak lain yang terkait dengan 

peningkatan kualitas layanan publik; 

b. mengintegrasikan pelayanan antara provinsi dan kabupaten/kota; 

c. menyaiukan tempat penyelenggaraan layiman; dan 

d. mengurangi persyaratan Perizinan BeruseJia dan Nonperizinan. 

Pasal 32 

Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizintm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 

dilaksanakjm sesuai peraturan perundang-undangan. 
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PasaJ 31 

c. perhubungan; 

d. komunikasi dan informatika; 

e. koperasi dan usaha mikro; 

f. kelautan dan perikanan; 

g. pariwisata; 

h. pertanian; 

1. kehutanan; 

J· energi dan sumber daya mineraJ; 

k. perdagangan; dan 

I. indu.stri. 

Penyederhariaan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, meliputi bidang antara lain: 

a. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

b. perurnahan rakyat dan kawasan permukiman; 

c. ketentraman dan ketertiban serta perli:ndungan masyarakat; 

d. sosial; 

e. tena.ga kerja; 

f. pertanahan; 

g. lingkungan hidup; dan 

h. kebudayaan. 

Pasal 32 

nyederhanaan prosedur Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

agaiman.a dimaksud daJam PasaJ 29 huruf b, dilakukan dengan cara: 

mengintegrasikan pel.ayanan dengan pihak lain yang terkait dengan 

peningkatan kuaJitas layanan publik; 

mengintegrasikan pelayanan antara provinsi dan kabupaten/kota; 

menya:ukan tempat penyelenggaraan layanan; dan 

mengurangi persyaratan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

nyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan Berusaha dan 

nperizinan sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 30 dart PasaJ 31 

aksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) 
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BAB VI 

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 

Tujuan dan Ruang LingF.uip P S E 

Pasal 33 

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan oleh PTSP menggunakan PSE. 

(2) PSE b(3rtujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayarian Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

(3) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el. 

(4) PTSP dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan 

aman serta bertanggung jawab. 

Pasal 34 

(1) Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas: 

a. subsistem pelayanan informasi; 

b. subsistem pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

c. subsistem pendukung. 

(2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud psida ayat (1) 

huruf £L menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas: 

a. panduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. direktori PTSP daerah; 

c. dat£i realisasi penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonpei izinan yang 

disediakan untuk publik; 

d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen 

pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan; 

e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; 

f. perfituran perundang-undangan di bidang PTSP; 

g. pelayanan informasi publik kepada ma syarakat; dan 

h. dat£i referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan Berusaha 

dan Nonperizinan. 

11) 

12) 

(3) 

(4) 

[ 1) 

(2) 
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BAB VI 

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 

Tujuan dan Ruang Lingkup PSE 

Pasal 33 

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan 

Nonperizinan oleh PTSP menggunakan PSE. 

PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayarian Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan 

akuntabel. 

Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PTSP-el. 

PTSP dalam melaksanakan PTSP-el sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan 

aman serta bertanggungjawab. 

Pasal 34 

Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas: 

a. subsistern pelayanan informasi; 

b. subsistem pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan 

c. subsistern pendukung. 

Subsistem Pelayanan lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas: 

a. panduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. direktori PTSP daerah; 

c. data realisasi penerbitan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang 

disediakan untuk publik; 

d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen 

pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan; 

e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan; 

f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP; 

g. pelayanan informasi publik kepada ma.syarakat; dan 

h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan Berusaha 

dan Nonperizinan. 

Berusaha dan 
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(3) Subsistem pelayanan Perizinan Bei-usaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas 

sistem (jlektronik yang menyediakan layanan: 

a. Perij:inan Berusaha dan Nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f 

kecuali huruf e; 

b. integrasi dengan pihak lain yang terkait; 

c. penfilusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan [Online Tracking System); dan 

d. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dapat 

bervmjud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi 

stempel basah, atau secara elektroniF: yang memiliki tanda tangan 

elektronik. 

(4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

paling sedikit terdiri atas sistem elektronik: 

a. pengaturan administrasi jaringan elektronik; 

b. pengaturan administrasi basis data (database); 

c. penj'aturan keamanan informasi dan jaringan elektronik; 

d. bantuan permasalahan aplikasi (help desk) untuk petugas 

pelayanan; 

e. pelayanan konsultasi; 

f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin; 

g. cata.tan sistem (log system) elektronik; 

h. jejak audit (audit trail) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan; 

i. cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala; 

dan 

j . pusat pemulihan bencana. 

(1) PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa 

menggunakan hak akses. 

(2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 

Bagian Kedua 

Hak Akses 

Pasal 35 

dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akseis. 
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Bagian Kedua 

Hak Akses 

Pasal 35 

PTSP-d dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanp 
menggunakan hak akses. 

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 
dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses, 

Subsistem pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas 

sistem elektronik yang menyediakan layanan: 

a. Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f 

kecuali huruf e; 

b. integrasi dengan pihak lain yang terkait; 

Nonperizinan (Online Tracking System); dan 

d. pencrbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dapat 

bervrujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi 

stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan 
elektronik. 

Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

paling sedikit terdiri atas sistem elektronik: 

a. pengaturan administrasi jaringan elektronik; 

b. pengaturan administrasi basis data (database); 

c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik; 

d. ban tuan permasalahan aplikasi (help desk) untu.k petugas 

pelayanan; 

e. pelayanan konsultasi; 

f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin; 

g. cata.tan sistem (log system) elektronik; 

h. jejak audit (audit traiij atas selurun kegiatan dalam pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan; 

i. cadangan (back up) sistem elektronik dan basis data secara berkala; 

dan 
j. pusat pemulihan bencana. 

dan Berusaha Perizinan penerbitan proses c. penelusuran 

(3) 

(4) 

(1) 
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Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Subsistem Pendukung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dapat diakses oleh 

pengguna dengan menggunakan hak akses. 

Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada 

Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan Berusaha 

dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan 

kewenangan. 

Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis. 

Pasal 36 

Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), 

wajib menjaga keeimanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang 

dimilikinya. 

Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak eikses oleh pihak 

lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses. 

Bagian Ketiga 

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 

Pasal 37 

Tanda tangan elektronik memiliki kekuata.n hukum dan akiloat hukum 

yang saJi selama memenuhi persyaratan meliputi: 

a. data pembuatan tanda tangan elektjronik terkait hanya kepada 

penandatangan; 

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses 

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa 

penandatangan; 

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yjmg terjadi 

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 

d. segala perubahan terhadap informasi e.ektronik yang terkait dengan 

tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan 

dapat diketahui; 

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentiflkasi siapa 

penandatangannya; dan 

(3) 

(4) 

(5) 

( 1) 
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( 1) 
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Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Subsistem Pendukung 
sebagai:mana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dapat diakses oleh 

pengguna dengan menggunakan hak akses. 

Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada 
Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan Berusaha 

dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan 
kewenangan. 

Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis. 

Pasal 36 

Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), 

wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang 

dimilikinya. 

Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak 

lain menjadi tanggungjawab pemilik hak a.kses. 

Bagian Ketiga 

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 

Pasal 37 

Tanda tangan elektronik memiliki kekuata.n hukum dan akibat hukum 

yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi: 

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada 

penandatangan; 
b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada sa.at proses 

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa 

penandatangan; 
c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi 

setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 

d. segala perubahan terhadap informasi eiektronik yang terkait dengan 
tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan 

dapat di.ketahui; 
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa 

penandatangannya;dan 
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f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan 

telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang 

terkait. 

(2) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal S-̂ l- ayat (3) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi: 

a. laman/ website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau Secure 

Socet Layer [SSL); 

b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik; 

c. penerimaan permohonan dan persyarEitan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan dalam bentuk elektronik; 

d. dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan diterbitkan dalam 

bentuk dokumen elektronik dengan format PDF {Portable Document 

Format); 

e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui 

transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik; 

f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuik kertas; 

g. pen> erahan dokumen izin dan nonizin secara elektronik; dan 

h. arsip digital. 

(3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Ti^rsertifikasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Sertifikat elektronik bagi pemohon lay8.nan sebagaimana dimaksud 

pada giyat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus PTSP 

setempat. 

(5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disebut tanda tangan digital atau digital signature. 

(1) Dokumen elektronik sebagaimana dimafisud dalam Pasal 37 ayat (2) 

huruf d dan transaksi elektronik seloagaimana dimaksud dalam 

Pasal 317 ayat (2) huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki 

kekuatan hukum yang sah. 

(2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan 

transalcsi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu 

penandatanganan. 

Pasal 38 
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f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan 

telah memberikan persetujuan terhadap informasi elekt::onik yang 

terkait. 

Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (3) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi: 

a. laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau Secure 

Socet Layer (SSL); 
b. penyelenggara dan pemohon wajib merniliki sertifikat elektronik; 

c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan dalam bentuk elektronik; 

d. dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan diterbitkan dalam 

bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (Portable Document 

Fomtat); 

e. seluruh proses penerbitan dokumen izin dan nonizin melalui 

transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik; 

f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas; 

g. penyerahan dokumen izin dan nonizin secara elektronik; dan 

h. arsip digital. 

Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ('.2) huruf b 

diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Tersertifikasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus PTSP 

setempat. 

Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disebut tanda tangan digital atau digital signature. 

Pasal 38 

Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) 

huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal :::7 ayat (2) huruf e yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki 

kekuatan hukum yang sah. 
Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan 

transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat clan waktu 

penandatanganan. 
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(3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib menggunakan waktu yang mengaeu pada waktu server (times 

stamp) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

Pasal 39 

(1) Dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3)7 ayat (2) huruf d dapat 

diverifikasi melalui laman PTSP atau 8.plikasi yang dibuat khusus 

untuk melakukan verifikasi. 

(2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan 

otoritas validasi (validation authority) pada Penyelenggara Sertifikasi 

Elektronik. 

(3) Dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan 

digital yang valid merupakan dokumen otimtik. 

(4) Hasil cetak dokumen Perizinan Berusahg. dan Nonperizinan elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dai i dokumen 

otentik. 

BAB VII 

SARANA DAN PRASAIRANA 

(1) 

(2) 

KRAHOEAT 
DAIRAH 

Pasal 40 

Sarana dan prasargma penyelenggaraan PFSP, paling sedikit meliputi: 

a. kantor depan/front office; 

b. kantor belakang/back oj^ice; 

c. ruang pendukung; dan 

d. alat/fasilitas pendukung. 

Kantor depan//ront office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

paling sedikit terdiri atas: 

a. loket penerimaan; 

b. loket penyerahan; 

c. loket pembayaran; 

d. ruang/ tempat layanan informasi; 

e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan 

f. ruang layanan konsultasi. 

9EKDA 
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Pasal 40 

Pasal 39 

BAB VII 

SARANA DAN PRASARANA 

Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times 
stamp) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

Nonperizinan elektronik Dokumen Perizinan Berusaha dan 

Sarana dan prasarana penyelenggaraan PfSP, paling sedikit meliputi: 
a. kantor depan/ front office; 
b. kantor belakang/ back office; 
c. ruang pendukung; dan 

d. alat/fasilitas pendukung. 
Kantor depan/ front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

paling sedikit terdiri atas: 

a. loket penerimaan; 
b. loket penyerahan; 

c. loket pembayaran; 
d. ruang/tempat layanan informasi; 

e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan 

f. ruang layanan konsultasi. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan 
digital yang valid merupakan dokumen otentik. 

Hasil cetak dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen 
otentik. 

Dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal :::7 ayat (2) huruf d dapat ,,,.. 
diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus 

untuk melakukan verifikasi. 

Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan 
otoritas validasi ( validation authority) pada Penyelenggara Sertifikasi 

Elektronik. 

(3) 

( 1) 

12) 

13) 

(4) 

(1) 
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(3) Kantor belakang/bacfc office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, paling sedikit terdiri atas: 

a. ruang rapat; dan 

b. ruan g pemrosesan. 

(4) Ruang ]Dendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling 

sedikit terdiri atas: 

a. ruan g tunggu; 

c. ruang difabel dan manula; 

d. ruang bermain anak; 

e. ruang arsip dan perpustakaan; 

f. toilet/kamar mandi; 

g. tempat ibadah; 

h. tempat parkir; dan 

i. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman. 

(5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

paling sedikit terdiri atas: 

a. seragam pelayanan; 

b. formulir; 

c. telepon dan mesin faksimile; 

d. perangkat komputer, printer, dan scanner, 

e. mesin antrian; 

f. alat pengukur kepuasan layanan; 

g. kotak pengaduan; 

h. mesin foto kopi; 

i. kamera pengawas (CCTV); 

j . konijksi internet; 

k. laman/website dan e-mail; 

I. alat penyedia daya listrik atau uninterruptible power supply (UPS); 

m. alat pemadaman kebeikaran; 

n. pendingin ruangan; 

o. teleidsi; 

p. bro5!ur; 

q. banner; 

r. petunjuk arah lokasi; dan 

f s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

b. ruarig laktasi; 

(3) 

(4) 

15) 
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Kantor belakang/ back office sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
huruf b, paling sedikit terdiri atas: 

a. ruang rapat; dan 

b. ruang pemrosesan. 

Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling 
sedikit terdiri atas: 

a. ruang tunggu; 

b. ruang laktasi; 

c. ruang difabel dan manula; 

d. ruang bermain anak; 

e. ruang arsip dan perpustakaan; 

f. toilet/kamar mandi; 

g. tempat ibadah; 

h. ternpat parkir; dan 

i. ruang/tempat penjualan makanan dan minuman. 

Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d, 

paling sedikit terdiri atas: 

a. seragam pelayanan; 

b. form.ulir; 

c. telepon dan mesin faksirnile; 

d. perangkat komputer, printer, dan scanner; 
e. mesin antrian; 

f. alat pengukur kepuasan layanan; 

g. kotak pengaduan; 

h. mesin foto kopi; 

i. kamera pengawas (CCTV); 

j. koneksi internet; 

k. Jaman/ website dan e-mail; 
I. alat penyedia daya listrik atau uninierruptible power supply (UPS); 

m. alat pemadaman kebakaran; 

n. pendingin ruangan; 

o. televisi; 

p. brosur: 

q. banner; 

r. petunjuk arah lokasi; dan 
s. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
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BAB VIII 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 41 

(1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi 

PTSP pada DPMPTSP dilakukan secara proporsional untuk mencapai 

tujuan dan sasaran PTSP. 

(2) Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki 

keahliaii dan kompetensi dibidangnya. 

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pad^i ayat (2) dapat ditingkatkan 

melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala. 

(4) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Benasaha dan 

Nonperizinan, dapat menggunakan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja dan Tenaga Ahli Pendampiing. 

(5) Mutasi pegawai PTSP dapat dilakukan setelah mimdapatkan 

rekomendasi dari Kepala DPMPTSP sesua:. dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 42 

Dalam rang;ka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha, 

Perizinan dan Nonperizinan, dibentuk tim teknis PTSP dari perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 43 

(1) Dalam rangka pelaksanaan layanan bersama sebagaimanei dimaksud 

dalam l^asal 5 ayat (2) huruf e, PTSP dafiat menempatkan pegawainya 

(person in charge) pada PTSP Pemerintah Provinsi. 

(2) Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB IX 

ETIKA PELAYANAN 

Pasal 44 

(1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan. 
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Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan. 

BAB IX 

ETIKA PELA YANAN 

Pasal 44 

Dalam rangka pelaksanaan layanan bersama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, PTSP dapat menempatkan pegawainya 

(person in charge) pada PTSP Pemerintah Provinsi. 

Penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 

dengan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

Pasal 43 

BAB VIII 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 41 

Pasal 42 

Pernenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara fungsi 

PTSP pada DPMPTSP dilakukan secara proporsional untuk mencapai 

tujuan dan sasaran PTSP. 
Sumber Daya Manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki 

keahlian dan kompetensi dibidangnya. 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat d.itingkatkan 

melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan, dapat menggunakan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja dan Tenaga Ahli Pendamping. 

Mutasi pegawai PTSP dapat dilakukan setelah mcndapatkan 

rekomendasi dari Kepala DPMPTSP sesuai. dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

am rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan Berusaha, 

rizinan dan Nonperizinan, dibentuk tim teknis PTSP dari perangkat 

rah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uridangan. 
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(2) E t i k a pe layanan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupiakan s ikap 

aparatur penyelenggara da lam pe laksanaan pelayanan Per iz inan 

Be rusa l i a , Per iz inan dan Nonperizinan. sesua i dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasa l 45 

(1) E t i k a pelayanan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 44 meliputi : 

a . d is ipl in; 

b. cepat; 

c. tegas; 

d. sopEn; 

e. r a m a h dan simpat ik; 

f. adil/'tidak diskrimati f ; 

g. t e rbuka dan j u j u r ; 

h . loyal; 

i . sab£ir;kepatuhan; 

j . te ladan;komunikati f ; 

k. kreatif; 

1. bertanggung jawab ; dan 

m. obyektif. 

(2) Dis ip l in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, d i l akukan 

dengan ca ra hadir tepat w a k t u sesu£ii dengan j a m kerja, tertib 

berpaki i ian sesua i dengan ketentuan t a : a c a r a paka ian dinas, tertib 

berbicara da lam batas et ika dan moral i tas serta t idak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Cepat Jiebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, d i l akukan dengan 

ca ra menyelesaikan berbagai u r u s a n pelayanan publ ik yang menjadi 

kewajit ian dan tanggung j awab penyelenggEira pe layanan sesua i dengan 

j adwa l w a k t u layanan yang sudah d i tentukan. 

(4) Tegas siebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c, d i l akukan dengan 

c a r a t idak member ikan ruang tolersmsi terhadap ko lus i , l iorupsi dan 

nepotisme da lam bentuk apapun yang terkait dengan pelayansm 

Per iz inan B e r u s a h a dan Nonperizinan. 

(5) Sopan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d, d i l akukan dengan 

ca ra t ingkah l a k u yang baik dan berbic£ira yang wajar sesua i dengan 

et ika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna j a s a layanan 

Periz inim B e r u s a h a dan Nonperizinan. 

PERAKQEA: 

AKSTEH 
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Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan sikap 

aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan 

Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 45 

Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 rneliputi: 

a. disiplin; 

b. cepat; 
c. tegas; 

d. sopan; 

e. ramah dan simpatik; 

f. adil/tidak diskrimatif; 

g. terbuka dan jujur; 

h. loyal; 

1. sabar;kepatuhan; 

j. telaclan;komunikatif; 

k. kreatif; 

I. bertanggungjawab; dan 

m. obyektif. 
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 

dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib 

berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib 

berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan 

cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan 

jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan. 

Tegas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan 

cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan 

nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan 

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan 

cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan 

etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan 

Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 
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(6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, 

dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, beitutur kata 

yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan 

pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

(7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap 

pengguna layanan. 

(8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 

dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan 

proses ]3elayanan yang jelas dan benar. 

(9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan dengan 

cara midaksanakan perintah atasein dan v^ajib melaporkan secara cepat 

dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan. 

(10) Sabar siebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i , dilakukan dengan 

cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dim perilaku 

pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan. 

(11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j , dilakukan 

dengan cara menyelesaikan keseluruhmi kegiatan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk 

memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan 

Berusaha dan Nonperizinan. 

(12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan 

dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja 

maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

(13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilakukan 

dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa 

layanan pada saat memberikan pelayanar Perizinan dan Nonperizinan. 

(14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan 

dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk 

mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan 

Berusaha dan Nonperizinan. 

(15) Bertanjygung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf n, 

dilakulian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan 

dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa 

layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 
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Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat ( L) huruf e, 

dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata 

yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam mel.aksanakan 

pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, 

dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap 

penggu:na layanan. 

Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf g, 
dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan 

proses pelayanan yangjelas dan benar. 

Loyal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan dengan 

cara mclaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat 
dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan. 
Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan dengan 
cara menahan emosi manakala mendengar pemyataan dan perilaku 

pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan. 

Kepatunan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) huruf j, dilakukan 

dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk 

memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan Perizinan 

Berusaha dan Nonperizinan. 
Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan 

dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja 

maupun kepada para pengguna jasa layanan Perizinan Berusaha dan 

Nonperizinan. 

Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, dilakukan 

dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa 

layanan pada saat memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 

Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rn, dilakukan 

dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk 

mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Perizinan 

Berusaha dan Nonperizinan. 
Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (:.) huruf n, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peratrran perundang-undangan. 

Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan 

dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pen.gguna jasa 

layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 
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B A B X 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

Pasal 46 

l l ) PTSP ivajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dim kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

|2) SKM sfibagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 

(3) SKM S(jbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei 

internal dan/atau ekstemal. 

BAB X I 

INOVASI 

Pasal 47 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ser iua bentuk 

pembaharuan dedam penyelenggaraan PTSIP. 

Pasal 48 

Ketentuan mengenai jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP 

yang bersifat inovatif sebagaimana dimaksud cialam Pasal 47, dia tur dengan 

Peraturan Wali Kota. 

BAB X I I 

FORUM KOMUNIKASI PTSP 

Pasal 49 

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan F f S P dapat 

membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan 

masyarakat dan pemangku kepentingan ti^rkait. 

Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit terdiri atas unsur: 

a. DPIVIPTSP; 

b. pervmkilan asosiasi penerima layanan; 

c. ombudsman; dan 
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BABX 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

Pasal 46 

11) PTSP wajib melakukan SKM untuk mengukur mutu dan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

12) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik 
paling aedikit 1 [satu] kali dalam setahun. 

13) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei 
internal dan/atau ekstemal. 

BAB XI 

!NOVAS! 

Pasal 47 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan 
kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai clengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sernua bentuk 

pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP. 

Pasal 48 

Ketentuan mengenai jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP 

yang bersifat inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur dengan 

Peraturan Wali Kota. 

BAB XII 
FORUM KOMUNIKASI PTSP 

Pasal 49 

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan fYrSP dapat 

membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan 

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. 

(2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit terdiri atas unsur: 

a. DPMPTSP; 

i,,,,,,., ,.. 
� ' b. perwakilan asosiasi penerima layanan; 

c. ombudsman; dan 
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d. unsur lainnya yang terkait. 

Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) raempunyai 

fungsi pialing sedikit: 

a. menyelesaikan permasalahan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. melakukan evaluasi Penyelenggaraan PTSP; dan 

c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota. 

Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

dengan Keputusan Wali Kota. 

BAB XI I I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 50 

Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan PTSP di Daerah 

dilakukan oleh Gubemur sebagai wakil Peinerintah Pusat. 

Pembinaan sebagaimana dimaksud padfi ayat (1) dilakukan sesuai 

kebutulian Daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dalam bentuk 

pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan 

evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Daerah. 

BAB XIV 

PELAPORAN 

Pasal 51 

Wali Kota menyampaikan laporan Peryelenggaraan PTSP kepada 

gubemur secara periodik setiap triwulan. 

Laporar. Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. kelembagaan dan stmktur organisasi DPMPTSP; 

b. pendelegasian kewenangan; 

c. sumber daya manusia; 

d. sarana dan prasarana; 

e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur; 

f. surv(ii kepuasan masyarakat; 

(:3) 

(4) 

( l) 

('.2) 

(:3) 

( l) 

(2) 

1,i:;.;:.- • - � 
,...,.. ., 
- 
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d. urrsur lainnya yang terkait. 

Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnempunyai 

fungsi paling sedikit: 

a. menyelesaikan permasalahan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; 

b. melakukan evaluasi Penyelenggaraan PTSP; dan 

c. memberikan rekomendasi kepada Wali Kola. 

Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

dengan Keputusan Wali Kota. 

BAB XIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 50 

Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan PTSP di Daerah 

dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

kebutuhan Daerah dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan 

pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dalarn bentuk 

pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan 

evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Daerah. 

BAB XIV 

PELAPORAN 

Pasal 51 

Wali Kola menyampaikan laporan Per.yelenggaraan PTSP kepada 

gubernur secara periodik setiap triwulan. 

Laporan. Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliput:.: 

a. kelernbagaan dan struktur organisasi DPMPTSP; 

b. pendelegasian kewenangan; 

c. surnber daya manusia; 

d. sarana dan prasarana; 
e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan standar 

operasional prosedur; 
f. survei kepuasan masyarakat; 
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g. pengelolaan pengaduan; 

h. inovasi layanan; 

i. penyelenggaraan penyuluhan; 

j . penyederhanaan jenis dan prosedur; 

k. pemlaerian insentif dan kemudahan penanaman modal; 

1. jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan terbit; 

m. rencana dan realisasi investasi; dan 

n. kendala dan solusi. 

(3) Khusus pelaporan jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, juga dilaporkan setiap 

bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya. 

(4) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik. 

BAB XV 

PENDANAAN 

Pasal 52 

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

ti. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 

Pada saat P(?raturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 201(3 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(j^vembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 190) dicabut dan dinyatakan tidak 

tier laku. 

Pasal 54 

F'ada saat Pc^raturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Wali Kota 

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan FTSP masih tetap berlaku, 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 
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BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 

g. pengelolaan pengaduan; 

h. inovasi layanan; 

1. penyelenggaraan penyuluhan; 

j. penyederhanaan jenis dan prosedur; 

k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; 

I. jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan terbit; 

m. rencana dan realisasi investasi; dan 

n. kendala dan solusi. 

Khusus pelaporan jumlah Perizinan Berusaha dan Nonperizinan 

sebagai:nana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, juga dilaporkan setiap 

bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya. 

Laporan penyelenggaraan sebagaimana climaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik. 

BAB XV 

PENDANAAN 

Pasal 52 

Pasal 54 

a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan. Wali Kota 

g berkaitan dengan Penyelenggaraan F'l'SP masih tetap berlaku, 

anjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

ya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada: 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 

un 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mbaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

mbaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 190) dicabut dan dinyatakan tidak 

laku. 

(3) 

(4) 

Bia 

a .. 

b. 

Pad 
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Pasal 55 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 

5 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 56 

Peraturan Eiaerah ini mulai berlaku pada tangj^al diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota. Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 Desembei 

/ WALI KOTA GORONTALO,/ 

J L -
E N TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 Desember 2 0 2 3 

S E K R E T A R I S D A E R A H \ O T A G O R O N T A L O , 

I S M A 

2 0 2 3 

L E M B A R A N D A E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2 0 2 3 N O M O R 6 

NOREG PEFATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO: 

( 6 / 3 4 / 2 0 2 3 ) 
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2023 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 Desembef 
WALi KOTA GORONTALOf 

I 

/�TAHA 

Pasal 56 

Pasal 55 

ndangkan di Gorontalo 

a tanggal 18 Desember 2023 

REG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINS! GORONTALO: 

34/2023) 

aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 

nam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

KRETARIS DAE 

MBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 6 

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

rah ini clengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata. Gorontalo. 

Per 

6 (e 

?er 

Ag 

Dae 

Diu 
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LE 

NO 

(6/ 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

UMUM 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya 

merupak£in pelaksanaan kewenangan yang dimiliki daerjih untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai 

dengan Lndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

kondisi ini mewajibkan daerah untuk mempercepat teiwujudnya 

kesejahteiraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

sedng daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah salati satunya dalam jaemberian 

pelayanan perizinan. 

Pelgyanan perizinan dan nonperizinan merupakan bentuk 

tindakan administratif pemerintah sebag;ai wujud dari pelayanan 

administratif. Salah satu bentuk reformasi pelayanan publik antara 

lain penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 

Sistem yang dikembangkan dalam ]Denyelenggaraan perizinan 

terpadu satu satu pintu yaitu cara proses perizinan secara 

bersama-sama dengan penyedia layanan lain mulai diiri tahap 

permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakuksm dalam 

satu tempat dan menggunakan media elektronik. Melalui 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu maka adanya kepastian 

dalam standar, biaya, dan waktu serta menciptakan kemudahan 

dalam proses pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelayanan perrzinan dan 

nonperzinan dapat dilakukan secara efektif, dan untuk memberikan 

landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat 

UMUM 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu maka adanya kepastian 

dalam standar, biaya, dan waktu serta menciptakan kemudahan 

dalam proses pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelayanan perizinan dan 

nonperzinan dapat dilakukan secara efekt.if, dan untuk mcmberikan 

landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah salah satunya dalam pemberian 

pelayanan perizinan. 

Melalui 

pelayanan, peningkatan 

media elektronik. 

melalui 

menggunakan 

masyarakat 

tempat dan satu 

Pelayanan perizinan dan nonperizinan merupakan bentuk 

tindakan administratif pemerintah sebagai wujud dari pelayanan 

administratif. Salah satu bentuk reforrnasi pelayanan publik antara 

lain penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 

Sistem yang dikembangkan dalam penyelenggaraan perizinan 

terpadu satu satu pintu yaitu cara proses perizinan secara 

bersama-sarna dengan penyedia layanan lain mulai dari tahap 

permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 

kesejahteraan 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya 
merupakan pelaksanaan kewenangan yang dirniliki daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal i.ni sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

kondisi ini mewajibkan daerah untuk mempercepat terwujudnya 

I. 
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dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah, perlu 

disusun jDeraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut 

di atas, Pemerintah Kota Gorontalo memandang perlu untuk 

membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenj^garaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

PASAL D15M1 PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah, perlu 

disusun peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut 

di atas, Pemerintah Kota Gorontalo memandang perlu untuk 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

PASAL Dl�MI PASAL 

ten tang Daerah Peraturan menetapkan dan membentuk 

Pasal 1 

Cuk.ip jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cuk.ip jelas. 

Pasal 5 

Cuk.ip jelas. 

Pasal 6 

Cukrp jelas. 

Pasal 7 

Cuk .ip jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 
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Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Cukup jelas. 

- 3 - 



Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukiap jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. !� =' I 

:;: 
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Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

. - 4 - 
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Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cuk up jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

T.'^MBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR ..247 
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Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas, 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

T.A,.MBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GO RO NT ALO NOMOR .. ? t 7 


